PEMERINTAH KOTA PASURUAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI

Menimbang :

Mengingat

KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

bahwa Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli
sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang sehingga perlu
diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf
a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Staf Ahli.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954
tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di
Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 551);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah kedua kali dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3241);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



Menetapkan :

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007

11.

tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PASURUAN
dan
WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI KOTA
PASURUAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Pasuruan.

. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Kepala Daerah adalah Walikota Pasuruan.

Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri
dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah,
lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
Sekretariat Daerah adalah  Sekretariat Daerah Kota
Pasuruan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.



h. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.

i. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disebut dengan Sekretaris Dewan adalah

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.

BAB 1II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :
a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

c. Staf Ahli.

BAB III
SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.

(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

(3) Sekretaris Daerah  berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban
membantu  Walikota dalam menyusun kebijakan dan

mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
Pasal 5
Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;



(1)
(2)

(1)

pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan
lembaga teknis daerah;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintahan daerah;

pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten.

Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan

c. Asisten Administrasi Umum.

Pasal 7

Asisten  Pemerintahan dan = Kesejahteraan  Rakyat
sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a,
terdiri dari :

a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahi :

1. Subbagian Pengawasan dan Tugas Pembantuan dan
Otonomi Daerah;

2. Subbagian Ketentraman, Ketertiban,
Penanggulangan Bencana dan Perlindungan
Masyarakat; dan

3. Subbagian Kependudukan dan Agraria.

b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan

Kemasyarakatan, membawahi :

1. Subbagian Kesejahteraan Rakyat;

2. Subbagian Kemasyarakatan;dan

3. Subbagian Keagamaan.

c. Bagian Kerjasama, membawabhi :



